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ABSTRAK 
 
Prinsip Kehatian-hatian Notaris Dalam Membuat Akta  
Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah 
 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli umumnya dibuat karena ada suatu kondisi 
yang mengakibatkan belum bisa dilakukannya pembuatan Akta Jual Beli 
dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) misalnya karena terjadi sengketa 
atas obyek yang akan diperjual belikan. Notaris dalam pembuatan Perjanjian 
Pengikatan Jual Beli tanah yang sedang dalam sengketa perlu menerapkan prinsip 
kehati-hatian agar tidak muncul gugatan dari para pihak dikemudian hari 
 
Penelitian ini mengkaji lebih lanjuttentang bentuk prinsip kehatian-hatian 
Notaris dalam pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah yang masih 
dalam sengketa serta bentuk tanggung gugat Notaris kepada para pihak yang 
dirugikan atas pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah yang masih 
dalam sengketa. 
 
Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, yaitu 
penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau bahan 
hukum sekunder sedangkan pendekatan masalah dilakukan dengan menggunakan 
pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. 
 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sengketa yang berkaitan dengan 
pertanahan dapat berupa sengketa batas ataupun sengketa kepemilikan. Dalam 
jual beli tanah yang masih dalam sengketa, Notaris dapat menerapkan prinsip 
kehati-hatian melalui pemberian klausul dalam Perjanjian Pengikatan Jual Beli 
yang menyatakan bahwa apabila dalam jangka waktu yang ditentukan sengketa 
tersebut tidak dapat diselesaikan maka para pihak sepakat untuk membatalkan 
perjanjian dan mengembalikan ke kondisi semula serta membebaskan Notaris dari 
segala gugatan baik perdata maupun pidana. Untuk para pihak yang dirugikan 
akibat dibuatnya Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah yang masih dalam 
sengketa dapat menuntut ganti rugi dan bunga. 
 
Kata Kunci : Prinsip Kehati-hatian, Perjanjian Pengikatan Jual Beli, Tanah 
Sengketa 
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Abstrack 
 
Prudential Principle of Notary Public in Publishing Sale and 
 
Purchase 
 
Sale and purchase agreement is commonly published when sale and 
purchase deed cannot be issued by land deed official (PPAT) since land status is 
in disputed. Notary public in issuing sale and purchase agreement shall apply 
prudential principle in order to avoid lawsuit from the parties that are mentioned 
within the agreement. 
 
The present study aims to elaborate further about the for of prudential 
principle of notary public in issuing sale and purchase agreement for in dispute 
land. Moreover, the present research tries to examine the accountability of notary 
public in publishing sale and purchase agreement for in dispute land. 
 
The method used in the present study is a normative legal research, 
namely legal research which is conducted by examining the library materials or 
secondary law while in finding and collecting the data is done by two approaches, 
namely the law and conceptual approaches. 
 
The present study shows that land dispute can be in form of land boundary 
coupled with ownership status. In this case, notary public able to apply prudential 
principle through providing clauses within the agreement which mentioned that 
when the dispute cannot be solved within some period, the agreement can be 
cancelled or voidable and the notary public cannot be charged. Moreover, the 
party that is harmed able to posit restitution. 
 
Keywords: Prudential Principle, Sale and Purchase Agreement, in Dispute Land 
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RINGKASAN 
 
 
PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS DALAM MEMBUAT 
AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH 
 
 
Penulis membagi menjadi empat bagian ini dalam teis ini sebagai berikut : 
 
Bab I Pendahuluan merupakan uraian latar belakang pemikiran dasar dari 
peneliti mengenai fakta hukum melahirkan isu hukum yang akan diteliti. Isu 
hukum yang timbul dari fakta hukum tersebut kemudian dirumuskan 
kedalam rumusan masalah. Dari rumusan masalah timbul tujuan dari 
penelitian yang manfaat penelitian tersebut akan dirasakan bagi kepentingan 
akademis dan kepentingan praktisi. Kemudian diterangkan metode 
penelitian yang digunakan peneliti untuk menganalisis guna menentukan 
hasil penelitian. Setelah itu sistematika penulisan yang menjelaskan 
gambaran umum dari penelitian yang akan ditulis oleh peneliti. 
 
 
Bab II Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah bentuk dari 
Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Pembuatan Pembuatan Akta 
Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah, prinsip Kehati-hatian 
tersebut menjadi acuan Notaris dalam membuat akta supaya tidak 
berakibat buruk di kemudian hari 
 
Bab III Bab ini dibahas untuk menjawab rumusan masalah Bentuk 
Tanggung Gugat Notaris Kepada Para Pihak Yang Dirugikan 
Pembuatan Akta Pengikatan Jual Beli Hak Atas Tanah karena 
Notaris kurang hati-hati sebelum membuat akta pengikatan jual beli 
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seharusnya Notaris mengecek terlebih dahulu kebeneran dan 
keabsahan akta, untuk menhindari permasalahan yang terjadi, sub 
bab nya terdiri atas konsep tanggung jawab dan tanggung gugat, 
tanggung jawab Notaris di uraikan kan mengenai tanggung jawab 
Notaris secara perdata atas akta yang dibuatnya, tanggung jawab 
Notaris secara pidana, tanggung jawab Notaris berdasarkan 
Undang-undang jabatan Notaris dan tanggung jawab Notaris dalam 
menjalankan tugas dan menjalankan tugas jabatannya berdasarkan 
kode etik Notaris. 
 
Bab IV merupakan bagian penutup yang dimuat kesimpulan untuk semua 
permasalahan yang dibahas dalam bab kedua dan bab ketiga, 
pembahasan tiap bab diharapkan memperoleh kesimpulan yang 
akan disusun secara sistematika dan obyektif, sehingga akan 
dapatkan sebuah konklusif yang utuh, singkat, padat dan pada 
akhirnya akan direkomendasikan beberapa saran pada hasil-hasil 
kesimpulan yang ada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ix 
  
 
 
 
 
KATA PENGANTAR 
 
Segala puji bagi Allah, kepada-Nya kita meminta pertolongan atas urusan-
urusan duniawi dan agama, teriring doa serta keselamatan semoga tercurah atas 
Rasul yang termulia, ialah Nabi kita Shallallahu„alaihi wasallam dan 
keluargaNya, para Sahabat, para Tabi’in, dan yang mengikuti mereka dengan baik 
hingga hari kiamat. 
 
Beribu syukur rasanya tak mampu mewakili rahmat dan petunjuk yang 
telah Allah SWT berikan kepada penulis atas terselesaikannya penyusunan tesis 
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kekurangan. penulis menyadari hal tersebut seraya memohon kepada Allah SWT, 
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penyusunan Tesis dengan judul “PRINSIP KEHATI-HATIAN NOTARIS 
 
DALAM MEMBUAT AKTA JUAL BELI HAK ATAS TANAH” yang 
merupakan petunjuk dan pertolongan dari Allah SWT yang diberikan kepada 
penulis. Adapun penyusunan tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan 
mencapai gelar Magister Strata Dua dalam Magister Kenotariatan Program 
Pascasarjana Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya. 
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bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Ucapan terima kasih dengan setulus 
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terselesaikannya Tesis ini. Ucapan terima kasih kami tujukan kepada: 
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Narotama Surabaya. 
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BAB IV 
 
PENUTUP 
 
4.1 Kesimpulan 
 
1) Bentuk-bentuk prinsip Kehati-hatian yang di lakukan Notaris dalam proses 
pembuatan akta yaitu, melakukan pengenalan terhadap identitas 
penghadap, memverifikasi secara cermat data subyek dan obyek 
penghadap, memberi tenggang waktu dalam pengerjaan akta, bertindak 
hati-hati, cermat dan teliti dalam proses pengerjaan akta, memenuhi segala 
teknik syarat pembuatan akta dan melaporkan apabila terjadi indikasi 
pencucian uang (money laundering) dalam transaksi di Notaris, bentuk-
bentuk prinsip kehati-hatian seperti ini sudah seharusnya wajib di 
laksanakan Notaris agar nantinya Notaris dapat mencegah timbulnya 
permasalahan hukum terhadap akta otentik yang dibuatnya dikemudian 
hari. 
 
2) Tanggung Gugat Notaris pembuatan akta pengikatan jual belihak atas 
tanah yang merugikan para pihak adalah pihak yang merasa dirugikan 
dapat menggugat notaris atas dasar perbuatan melawan hukum dengan 
terlebih dahulu harus dapat membuktikan adanya derita kerugian, adanya 
pelanggaran atau kelalaian dari notaris yang menyebabkan kerugian dan 
adanya kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada notaris yang 
bersangkutan. Untuk para pihak yang dirugikan akibat dibuatnya 
Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas tanah yang masih dalam sengketa 
dapat menuntut ganti rugi dan bunga 
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4.2 Saran 
 
1) Diharapkan kepada Pemerintah selaku lembaga eksekutif yaitu DPR agar 
memperjelas kembali pengaturan dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUJN 
tentang kewajiban Notaris untuk bertindak saksama dalam proses 
pembuatan akta, agar nantinya Notaris dalam proses pembuatan akta 
memiliki pedoman dan tuntunan untuk mencegah timbulnya permasalahan 
hukum dalam akta yang dibuatnya dikemudian hari. 
 
2) Diharapkan Notaris dalam proses dan menerima permintaan pembuatan 
akta lebih hati-hati, cermat dan teliti menerapkan aturan hukum yang akan 
dituangkan dalam akta, serta Notaris lebih dahulu dapat memberikan legal 
advice (penyuluhan hukum) oleh penghadap sesuai ilmu kenotariatan yang 
dimilikinya, agar akta yang dibuatnya sesuai dengan aturan hukum yang 
berlaku dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
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